
 

 

Klasifikasi Informasi Publik berdasarkan  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  
tentang Keterbukaan Informasi Publik 

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 

A. Informasi tentang profil Badan Publik; 

• Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang 

lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik 

serta kantor unit-unit di bawahnya; 

• Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Publik; 

• Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat 

pejabat struktural; dan 

• Laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, 

dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik 

untuk diumumkan. 

B. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang 

dijalankan dalam lingkup Badan Publik; 

• Nama program dan kegiatan; 

• Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon 

dan/atau alamat yang dapat dihubungi; 

• Target dan/atau capaian program dan kegiatan; 

• Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 

• Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; 

• Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik; 

• Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak 

masyarakat; 

• Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan 

Publik Negara; dan 

• Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum. 

C. Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik, berupa 

uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan 

beserta capaiannya; 

D. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit; 

• Rencana dan laporan realisasi anggaran; 

• Neraca; 

• Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan 

• Daftar aset dan investasi. 



 

 

E. Ringkasan laporan akses Informasi Publik; 

• Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima; 

• Waktu yg diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik; 

• Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau 

seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak; dan 

• Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik. 

F. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat 

dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik; 

• Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-

undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses 

pembuatan; dan 

• Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan 

yang telah disahkan atau ditetapkan. 

G. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik; 

• Tata cara memperoleh Informasi Publik; dan 

• Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa 

Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat 

dihubungi. 

H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau 

pelanggaran oleh Badan Publik; 

• Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh 

pejabat Badan Publik; dan 

• Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh 

pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang 

bersangkutan. 

I. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa; 

• Tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP). 

• Tahap pemilihan, meliputi: 

 Kerangka Acuan Kerja (KAK); 

 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; 

 Spesifikasi Teknis; 

 Rancangan Kontrak; 

 Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; 

 Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 

 Daftar Kuantitas dan Harga; 

 Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; 

 Gambar Rancangan Pekerjaan; 

 Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk 

analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 

 Dokumen Penawaran Administratif; 



 

 

 Surat Penawaran Penyedia; 

 Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

 Berita Acara Pemberian Penjelasan; 

 Berita Acara Pengumuman Negosiasi; 

 Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; 

 Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; 

 Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 

 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 

 Surat Perjanjian Kemitraan; 

 Surat Perjanjian Swakelola; 

 Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola; 

 Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding. 

• Tahap pelaksanaan, meliputi: 

 Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan 

Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan; 

 Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan 

informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur 

dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai 

kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, 

waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan 

perubahan kontrak. 

 Surat Perintah Mulai Kerja; 

 Surat Jaminan Pelaksanaan; 

 Surat Jaminan Uang Muka; 

 Surat Jaminan Pemeliharaan; 

 Surat Tagihan; 

 Surat Pesanan E-purchasing; 

 Surat Perintah Membayar; 

 Surat Perintah Pencairan Dana; 

 Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; 

 Laporan Penyelesaian Pekerjaan; 

 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 

 Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; 

 Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over. 

J. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan 

K. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan 

darurat di setiap kantor Badan Publik. 

• Pengamatan gejala bencana; 

• Analisis hasil pengamatan gejala bencana; 



 

 

• Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; 

• Peringatan bencana; 

• Pengambilan tindakan oleh masyarakat; 

• Lokasi evakuasi; dan 

• Pelaksanaan penyelematan dan evakuasi. 

 

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta 

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban 

umum 

• Informasi bencana alam; 

• Informasi keadaan bencana nonalam; 

• Informasi bencana sosial; 

• Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber 

penyakit yang berpotensi menular; 

• Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh 

masyarakat; dan/atau 

• Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. 

 

Standar pengumuman Informasi serta merta meliputi: 

• Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan; 

• Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak; 

• Prosedur dan tempat evakuasi apabila terjadi keadaan darurat; 

• Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan; 

• Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang; 

• Pihak-pihak yang wajib mengumumkan Informasi yang dapat mengancam 

hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; 

• Tata cara pengumuman Informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan 

• Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang 

berwenang dalam mencegah bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan. 

 

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat 

A. Daftar Informasi Publik; 

• Nomor; 

• Ringkasan isi Informasi; 

• Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi; 

• Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi; 

• Waktu dan tempat pembuatan Informasi; 

• Bentuk Informasi yang tersedia; dan 

• Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip 



 

 

B. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik; 

• Dokumen pendukung; 

• Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau 

kebijakan yang dibentuk; 

• Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau 

kebijakan yang dibentuk; 

• Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; 

• Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; 

• Peraturan, keputusan dan/atau  kebijakan yang telah diterbitkan. 

C. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan; 

• Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; 

• Profil lengkap pimpinan dan pegawai; 

• Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus 

unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan 

• Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik. 

D. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen 

pendukungnya; 

E. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya; 

F. Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut 

dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan; 

G. Data perbendaharaan atau inventaris; 

H. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik; 

I. Agenda kerja pimpinan satuan kerja; 

J. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik; 

K. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam 

pengawasan internal serta laporan penindakannya; 

L. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat serta laporan penindakannya; 

M. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; 

N. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian 

akademiknya; 

O. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan 

yang terbuka untuk umum; 

P. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 

Q. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat 

berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan 

R. Informasi tentang standar pengumuman Informasi. 

  



 

 

Informasi Yang Dikecualikan 

A. Informasi Publik yang jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi 

dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 

• Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 

• Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban 

yang mengetahui adanya tindak pidana; 

• Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang 

berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk 

kejahatan transnasional; 

• Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau 

keluarganya; dan/atau 

• Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana 

penegak hukum. 

B. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas 

kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 

C. Informasi Publik yang jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi 

Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 

• Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan 

negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau 

evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 

• Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan 

taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan 

keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pengakhiran atau evaluasi; 

• Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan 

dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta 

rencana pengembangannya; 

• Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau 

instalasi militer; 

• Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas 

pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat 

membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang 

disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 

• Sistem persandian negara; dan/atau 

• Sistem intelijen negara. 

D. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 



 

 

E. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 

• Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, 

saham dan aset vital milik negara; 

• Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi 

institusi keuangan; 

• Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, 

perubahan pajak,  tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 

• Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 

• Rencana awal investasi asing; 

• Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga 

keuangan lainnya; dan/atau 

• Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. 

F. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : 

• Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara 

dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 

• Korespondensi diplomatik antarnegara; 

• Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam 

menjalankan hubungan internasional; dan/atau 

• Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar 

negeri. 

G. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik 

yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 

H. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 

• Riwayat dan kondisi anggota keluarga; 

• Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis 

seseorang; 

• Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 

• Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan 

rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 

• Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan 

kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 

I. Memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, 

yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi 

atau pengadilan; 

J. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 


